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ABSTRAK 
 
Ainun Azwaria (E21109257), Penerapan E-Government di Kantor Sekretariat 
Daerah Kota Makassar, xiii+71 Halaman+3 tabel+12 gambar+29 daftar 
pustaka (2002-2013)+7 Lampiran 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemahaman penulis bahwa Sekretariat 
Daerah Kota Makassar merupakan pusat arus informasi dan publikasi di lingkup 
Pemerintah Kota Makassar dan sudah sepatutnya dapat menyelenggarakan 
pelayanan berbasis E-Government sebagai media dalam mewujudkan pelayanan 
publik yang maksimal serta efektif dan efisien. Namun, beberapa data yang 
diperoleh penulis mengemukakan bahwa penerapan E-Government di Kantor 
Sekretariat Daerah Kota Makassar masih belum maksimal, dilihat dari beberapa 
kekurangan seperti masih kurangnya tenaga ahli dalam bidang TIK dan upaya 
penerapan E-Government ini masih diterapkan sendiri-sendiri oleh institusi atau 
SKPD yang ada di lingkup Kota Makassar. 
 
Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang 
penerapan E-Government dan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam 
penerapan E-Government di Kantor Sekretariat Daerah Kota Makassar.  
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Fokus 
penelitiannya berdasar pada 6 indikator penerapan E-Government yakni Data 
Infrastruktur, Infrastruktur Legal, Infrastruktur Institusional, Infrastruktur Manusia, 
Infrastruktur Teknologi dan Strategi Pemimpin. Instrumen pengumpulan data 
adalah wawancara dan observasi pada lokasi dan juga berdasarkan dokumen. 
Lama peneltiannya sekitar 1 bulan. Teknik analisis data dalam penelitian ini 
dilakukan secara kualitatif. 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sudah terdapat penerapan 
berbasis E-Government di Sekretariat Daerah Kota Makassar yakni penerapan 
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Sistem Informasi Izin Usaha 
Jasa Konstruksi (SIUJAKI). Secara umum, penerapan yang hanya dilaksanakan 
oleh Bagian Perekonomian dan Pembangunan ini sudah optimal, namun masih 
terdapat beberapa kekurangan dalam penerapannya seperti adanya 
perangkapan tugas bagi staff yang bertugas mengelola LPSE dan SIUJAKI ini 
dan tidak adanya strategi pemimpin dalam bentuk visi dan misi Walikota yang 
sedang memimpin Makassar saat ini. Selain itu, penerapan berbasis E-
Government juga masih belum merata di Sekretariat Daerah Kota Makassar, 
dilihat dari penerapan berbasis E-Government yang hanya dilaksanakan oleh 
Bagian Perekonomian dan Pembangunan khususnya pada Sub Bagian 
Pengendalian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Makassar. 
Kata kunci : E-Government, TIK, Kualitatif, LPSE, SIJUAKI 
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ABSTRACT 
Ainun Azwaria (E21109257), Application of E-Government in the Regional 
Secretariat of Makassar, xiii +71 pages+ 3 tables +12 images +29 librarys 
(2002-2013) +7 Attachment 
This research is motivated by the author's understanding that the Regional 
Secretariat of Makassar City is the center of the flow of information and 
publications on the scope of Makassar City Government and deservedly to 
deliver services based on E-Government as a media of public service in realizing 
the maximum as well as effective and efficient. However, some of the data that 
obtained by the authors propose that the application of E-Government in the 
Regional Secretariat of Makassar is not maximized yet, judging from some 
drawbacks such as the lack of experts in the field of ICT and the application of E-
Government is still applied separately by institutions in the scope of Makassar. 
 
Generally, this study aims to describe the application of E-Government and 
the supporting factors and obstacles in the application of E-Government in the 
Regional Secretariat of Makassar. This study uses a qualitative descriptive 
research type. The focus of the research is based on six indicators, the 
application of E-Government which is Data Infrastructure, Infrastructure Legal, 
Institutional Infrastructure, Human Infrastructure, Infrastructure Technology and 
Strategy Leader. Data collection instruments were interviews and observations at 
the location and also based on the document. This research take time about 1 
month. Techniques of data analysis in this study was done qualitatively. 
 
Results of this study indicate that there has been application of E-
Government on the Regional Secretariat of Makassar. Which is the application in 
the form of Electronic Procurement Service (LPSE) and License Information 
System Construction Services (SIUJAKI). Generally, the application of E-
Government which is only applied by the Economic and Development Section is 
already optimized, but there are still some lack in the application such that a 
number of tasks for staff in charge of managing SIUJAKI and LPSE, and the 
absence of the leader strategy in the form of the Mayor's vision and mission who 
was led Makassar.  In addition, the application-based E-Government is still not 
evenly distributed in the Regional Secretariat of Makassar, seen from the 
application-based E-Government which is only held by the Section for Economic 
and Development in particular the Sub-Division of Development Administration 
Control.  
Keywords: E-Government, ICT, Qualitative, LPSE, SIUJAKI 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih dan transparan 
merupakan sebuah tantangan yang harus dihadapi oleh lembaga pemerintahan 
saat ini. Di sisi lain, perkembangan teknologi dan akses informasi yang semakin 
maju memberikan peluang bagi masyarakat umum untuk mengakses informasi 
secara akurat dan cepat. Kondisi ini tentu harus diatasi dengan tepat oleh 
lembaga pemerintahan yang seharusnya dapat beradaptasi dengan 
perkembangan teknologi yang ada. 
Seiring dengan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi, 
aktivitas kehidupan manusia dalam berbagai sektor tengah mengalami 
perubahan. Pemerintah  memiliki kewajiban memberikan pelayanan publik yang 
merata keseluruh warga negara, sehingga dalam rangka melaksanakan 
kewajibannya itu, pemerintah harus senantiasa berusaha memperbaiki kualitas 
pelayanannya. Peningkatan kualitas pelayanan tersebut dapat dilaksanakan 
dengan menggunakan teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan 
organisasi yang mampu mengelola data dengan cepat, efektif dan efisien serta 
menghasilkan informasi yang tepat, cepat, dan akurat. Pada sektor pelayanan 
publik yang dilakukan oleh pemerintah, perkembangan teknologi informasi dan 
komunikasi telah melahirkan model pelayanan publik yang dilakukan melalui E-
Government. 
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Deklarasi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Masyarakat Informasi (The 
World Summit on the Informations Society) yang diadakan pada bulan Desember 
2003 juga telah melahirkan rencana aksi (plan of action) bagi negara-negara di 
dunia agar pada tahun 2015 setiap negara mengupayakan setiap lembaga 
pendidikan, lembaga pemerintah, rumah sakit telah terhubung dengan jaringan 
komunikasi dan informasi, serta 50% penduduk dunia memiliki kemampuan 
mengakses informasi melalui teknologi informasi dan komunikasi (Muarif, 2002).1 
Searah dengan perkembangan tersebut, Pemerintah Indonesia sendiri 
telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2003 tentang 
Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government yang 
menginstruksikan kepada seluruh pejabat terkait, baik pemerintah pusat maupun 
pemerintah daerah untuk mengembangkan E-Government secara nasional. 
Penerapan E-Government dimulai dari bentuk layanan yang sederhana yaitu 
penyediaan informasi dan data-data  berbasis komputer tentang pelaksanaan 
dan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sebagai bentuk wujud 
keterbukaan (transparancy) dalam pelaksanaan pelayanan publik. 
Pelayanan pemerintah yang birokratis dan terkesan kaku perlahan-lahan 
digantikan posisinya melalui pemanfaatan E-Government yang menjadikan 
pelayanan pemerintah lebih fleksibel dan lebih berorientasi pada kepuasan 
pengguna. E-Government menawarkan pelayanan publik bisa diakses secara 24 
jam, kapan pun dan dimanapun pengguna berada. E-Government juga 
memungkinkan pelayanan publik tidak dilakukan secara face-to-face sehingga 
pelayanan menjadi lebih efisien. 
                                                             
1 Muarif, 2002. “Sambutan Menteri Komunikasi dan Informasi” Dalam Acara Diskusi Panel 
Membangun Tata Alir Informasi Nasional MElalui Cyber Media, Jakarta, 28 Oktober 2002. 
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 Menurut Wahyudi Kumorotomo, sebenarnya belum terdapat kesepakatan 
mengenai definisi E-Government. Selain karena konsep dan praktiknya masih 
termasuk hal yang baru, belum banyak penulis dari disiplin ilmu administrasi 
negara yang mempunyai perhatian serius terhadap pengembangan E-
Government. Berbeda dengan konsep E-commerce yang sudah banyak dibahas 
dan diaplikasikan dalam dunia bisnis, konsep dan penerapan e-government di 
Indonesia relatif terlambat perkembangannya.2 
Berdasarkan data observasi mendalam yang tercantum dalam Inpres No.3 
Tahun 2003 menunjukkan bahwa terdapat beberapa kelemahan yang menonjol 
dalam proses penerapan E-Government secara nasional, yakni : 
1) Pelayanan yang diberikan melalui situs pemerintah tersebut, belum 
ditunjang oleh sistem manajemen dan proses kerja yang efektif karena 
kesiapan peraturan, prosedur dan keterbatasan sumber daya manusia 
sangat membatasi penetrasi komputerisasi ke dalam sistem manajemen 
dan proses kerja pemerintah; 
2) Belum mapannya strategi serta tidak memadainya anggaran yang 
dialokasikan untuk pengembangan e-government pada masing-masing 
instansi; 
3) Inisiatif-inisiatif tersebut merupakan upaya instansi secara sendirisendiri; 
dengan demikian sejumlah faktor seperti standardisasi, keamanan 
informasi, otentikasi, dan berbagai aplikasi dasar yang memungkinkan 
interoperabilitas antar situs secara andal, aman, dan terpercaya untuk 
mengintegrasikan sistem manajemen dan proses kerja pada instansi 
                                                             
2
 Kumorotomo, Wahyudi. 2008. PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT UNTUK PENINGKATAN 
TRANSPARANSI PELAYANAN PUBLIK (Studi Kasus UPIK di Pemkot Jogjakarta dan E-
Procurement di Pemkot Surabaya). Universitas Gajah Mada 
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pemerintah ke dalam pelayanan publik yang terpadu, kurang mendapatkan 
perhatian; 
4) Pendekatan yang dilakukan secara sendiri-sendiri tersebut tidak cukup kuat 
untuk mengatasi kesenjangan kemampuan masyarakat untuk mengakses 
jaringan internet, sehingga jangkauan dari layanan publik yang 
dikembangkan menjadi terbatas pula.3 
Searah dengan data observasi diatas, data yang dihimpun oleh 
Kemenkominfo pada tahun 2005 juga menunjukkan bahwa hingga akhir tahun 
2005 lalu Indonesia baru memiliki: 
(a) 564 domain go.id; 
(b) 295 website pemerintah pusat dan pemda; 
(c) 226 website telah mulai memberikan layanan publik melalui website; 
(d) 198 website pemda masih dikelola secara aktif. 4 
Sementara itu, berdasarkan data dari laporan United Nations E-
Government Survey 2010, negara dengan peringkat pertama dalam penerapan 
E-Government adalah Korea Selatan, yang diikuti oleh Amerika Serikat, Kanada, 
Inggris, dan Belanda. Indonesia hanya menempati posisi ke 109 dari 192 negara. 
Peringkat ini merosot dibandingkan peringkat yang diperoleh Indonesia 
sebelumnya tahun 2008 yakni pada posisi 106. Di lingkungan ASEAN pun 
Indonesia terpuruk di posisi ke 7 setelah Singapura, Malaysia, Brunei 
Darussalam, Thailand, Filipina, dan Vietnam. 
                                                             
3 Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government 
4
 Data Kementerian Komunikasi dan Informatika pada website kominfo.go.id diakses pada 28 
Agustus 2013 
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Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia dalam tujuh tahun terakhir sejak 
dikeluarkannya kebijakan penerapan E-Government ternyata masih belum 
mampu bersaing dengan negara lain dalam hal inovasi pelayanan publik. 
Penelitian yang dilakukan oleh  Parayno (1999) di Filipina dan Kang (2000) 
di Singapura sebagaimana dikutip oleh Satriya (2005)  menunjukkan bahwa ada 
negara yang mendahulukan perdagangan dan e-procurement, ada yang 
memprioritaskan pelayanan pendidikan, ada yang mendahulukan sektor 
kesehatan, dan ada pula yang mengutamakan kerjasama regional. 5 
Hasil penelitian terbaru Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi 
dan Informatika (BPPKI) Jakarta tahun 2012 menunjukkan bahwa untuk 
meningkatkan penerapan pelayanan publik melalui media elektronik, khususnya 
melalui situs web (pengembangan program E-Government) yang ada di masing-
masing pemerintah daerah, perlu adanya beberapa tahapan, yakni: 
a. Kerjasama. Untuk meningkatan kualitas pelayanan publik, melalui 
penerapan E-Government diperlukan kerja sama berbagai pihak, baik dari 
pihak eksekutif di jajaran pemerintah daerah, pihak legislatif, dan instansi 
terkait seperti Direktorat E-Government yang bernaung dibawah 
Kementerian Kominfo yang dapat memberikan bimbingan teknis maupun 
saran untuk meningkatkan kualitas program E-Government. 
b. Peningkatan SDM. Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya 
manusia (SDM) yang memiliki kompetensi terkait dengan tupoksi sebagai 
pengelola situs web / E-Government, baik melalui perekrutan baru maupun 
                                                             
5 Satriya, E. 2006. “Peningkatan Revitalisasi e-Government di Indonesia”. Dalam Supangkat, S.H.; 
J. Sembiring; Y. Rosmansyah (ed.) Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi dan 
Komunikasi untuk Indonesia, Bandung, h. 38-43. 
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melatih pegawai yang telah ada, mutlak diperlukan agar situs web yang 
telah ada dapat terus dipantau dan dirawat dari semua sisi, mulai dari 
tampilan yang menarik, informasi yang update, tingkat keamanan, hingga 
terciptanya interaksi dua arah dengan para penggunanya. 
c. Sosialisasi dan Aksesibilitas. Dengan terciptanya situs web di masing-
masing daerah, diperlukan sosialisasi yang intensif dan menyeluruh 
sehingga program E-Government yang ditempuh melalui pengadaan situs 
web bukan hanya sekedar ada, tapi bermanfaat bagi masyarakat. 
Sosialisasi harus dibarengi dengan usaha meningkatkan kemudahan 
masyarakat dalam mengakses internet dan meningkatkan fasilitas dan 
prasarana yang mendukung.6 
Dalam praktik pengembangan E-Government dalam organisasi 
pemerintahan daerah Indonesia, tahapan perkembangan yang terjadi memang 
masih berbeda-beda. Ada daerah yang masih sangat ketinggalan dalam hal 
penggunaan teknologi informasi, bahkan ada yang hingga sekarang belum 
memiliki situs web. Tetapi di lain pihak ada yang sudah cukup maju sehingga 
mengarah kepada sistem E-Government yang bersifat transactional, 
memungkinkan transaksi secara langsung dengan pemerintah sehingga mirip 
dengan konsep e-commerce dalam organisasi swasta. 
 Adapun yang menjadi salah satu acuan dalam penelitian ini adalah 
penelitian sebelumnya yang telah dilaksanakan oleh Hasniati dan Muhammad 
Hamzah Syahruddin pada tahun 2009 yang berjudul Kebijakan Pengembangan 
Pelayanan Publik berbasis E-Government (E-Services) di Makassar. Penelitian 
                                                             
6
 Data dari website balitbang.kominfo.go.id/balitbang/bppki-jakarta/2012/12/19/penelitian-
penerapan-sistem-pelayanan-publik-melalui-media-elektronik/ diakses pada tanggal 20 Agustus 
2013 pukul 19.25 
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tersebut mengambil lokasi penelitian di kota Makassar dan melibatkan informan 
dari seluruh SKPD terkait yang menerapkan E-Government di Makassar serta 
melihat persepsi masyarakat mengenai E-Government di Kota Makassar. 
Penelitian tersebut menggunakan mixing methods atau pendekatan penelitian 
kuantitatif dan kualitatif. Hal yang membedakan dengan penelitian yang akan 
saya lakukan yakni penelitian yang mengambil lokasi penelitian hanya di satu 
SKPD yakni Kantor Sekretariat Daerah Kota Makassar dan menggunakan 
pendekatan penelitian kualitatif.  
Pemerintah Kota Makassar juga telah mulai menerapkan pelayanan 
berbasis E-Government, salah satunya dengan membangun situs 
www.makassarkota.go.id . Layanan yang telah dikembangkan di Kantor 
Balaikota Makassar melalui website ini sudah variatif, berupa layanan informasi 
mengenai sejarah kota Makassar, informasi pariwisata, informasi seputar 
pemerintahan seperti alamat dan tupoksi SKPD di lingkup pemerintah kota 
Makassar, berita-berita terbaru seputar kota Makassar, dan juga fasilitas-fasilitas 
yang ada di Makassar. 
Dengan adanya situs www.makassarkota.go.id, masyarakat kota Makassar 
dapat mencari informasi, mengirim saran, mengajukan permintaan, maupun 
menyampaikan keluhan terhadap pelayanan pemerintah secara praktis dan 
cepat. Kondisi ini sejalan dengan inti dari E-Government yakni memberikan 
kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam mengakses pelayanan 
pemerintah, dan menjembatani kepentingan masyarakat dengan pemerintah. 
Selain membangun website, pemerintah kota Makassar juga telah 
menerapkan pelayanan berbasis E-Government di tingkat yang lebih luas, dalam 
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hal ini sudah memasuki tingkatan E-Government di wilayah transaksi. Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkot Makassar yang telah menerapkan 
layanan E-Government tersebut yakni Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Dinas 
Pendapatan Daerah dan Dinas Pekerjaan Umum. 
Penulis merasa bahwa penerapan E-Government menjadi menarik untuk 
diangkat menjadi topik penelitian skripsi dikarenakan Pemerintah Kota Makassar 
dalam hal ini Kantor Sekretariat Daerah Kota Makassar merupakan pusat arus 
informasi dan publikasi di lingkup Kota Makassar. Sebagai pusat arus informasi 
di lingkup pemerintah Kota Makassar, Kantor Sekretariat Daerah sudah 
sepatutnya dapat menyelenggarakan E-Government sebagai media dalam 
mewujudkan pelayanan publik yang maksimal serta efektif dan efisien. Hal 
menarik lainnya, bahwa sejak dikeluarkannya Inpres No.3 Tahun 2003 yang 
menjadi pedoman penyelenggaraan E-Government di Makassar, ternyata belum 
banyak perubahan berarti dalam proses penyelenggaraan E-Government di Kota 
Makassar hingga tahun 2013 ini.  
Berdasarkan wawancara awal yang dilakukan penulis dalam rangka 
observasi data awal di kantor Sekretariat Daerah Kota Makassar, ternyata masih 
ada kekurangan dalam proses penerapan sistem E-Government khususnya di 
kantor Sekretariat Daerah Kota Makassar, seperti masih kurangnya tenaga ahli 
dalam bidang TIK dan upaya penerapan E-Government ini masih diterapkan 
sendiri-sendiri oleh institusi atau SKPD yang ada di lingkup Kota Makassar. 
Dalam hal ini, masih belum ada “lembaga payung” yang bertugas 
mengkoordinasikan penerapan E-Government yang ada di lingkup Kota 
Makassar, khususnya bagi penerapan E-Government di Sekretariat Daerah Kota 
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Makassar. Hal ini kemudian menjadi penghambat dalam maksimalisasi 
pelayanan berbasis E-Government di lingkup Sekretariat Daerah Kota Makassar. 
Selain itu, belum meratanya penerapan E-Government di lingkup 
pemerintahan kota Makassar juga menjadi satu masalah yang menjadi titik awal 
dalam penelitian ini. Padahal, secara umum penerapan E-Government 
dimaksudkan sebagai upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan 
kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka 
meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Salah satu 
contoh bentuk efisiensi dari penerapan E-Government yakni penggunaan waktu 
yang lebih singkat dan terciptanya transaksi antara pemerintah dengan 
masyarakat dengan biaya yang lebih rendah. 
Konsep E-Government yang diterapkan di Makassar tentunya diharapkan 
bertujuan bahwa hubungan pemerintah baik dengan masyarakatnya maupun 
dengan pelaku bisnis dapat berlangsung secara efisien, efektif dan ekonomis. 
Hal ini diperlukan mengingat dinamisnya gerak masyarakat pada saat ini, 
sehingga pemerintah harus dapat menyesuaikan fungsinya dalam negara, agar 
masyarakat dapat menikmati haknya dan menjalankan kewajibannya dengan 
nyaman dan aman, yang kesemuanya itu dapat dicapai dengan pembenahan 
sistem dari pemerintahan itu sendiri, dan E-Government adalah salah satu 
caranya. 
Namun, faktanya disisi lain terdapat pula beberapa kejanggalan yang 
diperoleh berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh Hasniati dan 
Muhammad Hamzah Syahruddin pada tahun 2009, yang mengemukakan bahwa 
secara umum kendala yang dihadapi dalam pengembangan E-Government di 
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Kota Makassar antara lain adalah sebagai berikut: (1) kurangnya anggaran yang 
disediakan untuk pengembangan E-Government, (2) ketidaksiapan SDM untuk 
mengelola website; (3) masih ada pejabat publik yang belum memahami arti 
pentingnya E-Government bagi kehidupan pemerintahan dan pelayanan publik; 
dan (4)  masih ada pejabat publik yang enggan untuk memberikan data informasi 
ke publik dalam bentuk layanan online (terkait masalah transparansi).7 
Berawal dari pemikiran diatas, penulis merasa bahwa penelitian mengenai 
sejauh mana E-Government telah diterapkan di Makassar khususnya di Kantor 
Sekretariat Daerah Kota Makassar merupakan hal penting dalam rangka 
mewujudkan pelayanan publik yang terbaik bagi masyarakat. 
Penerapan sistem E-Government yang masih belum maksimal di Indonesia 
khususnya lingkup Sekretariat Daerah Kota Makassar ini kemudian menjadi topik 
yang menarik bagi penulis untuk diangkat menjadi skripsi dengan judul 
“Penerapan E-Government di Kantor Sekretariat Daerah Kota Makassar”. 
B. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 
1. Bagaimana penerapan E-Government di Kantor Sekretariat Daerah Kota 
Makassar? 
2. Apa saja faktor – faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan 
E-Government di Kantor Sekretariat Daerah Kota Makassar? 
 
                                                             
7
 Hasniati dan Syahruddin, Muhammad Hamzah. 2009. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN 
PELAYANAN PUBLIK BERBASIS E-GOVERNMENT (E-SERVICES) DI  MAKASSAR. Universitas 
Hasanuddin 
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C. Tujuan Penelitian 
Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam penelitian ini adalah: 
1. Mengetahui penerapan E-Government di Kantor Sekretariat Daerah 
Kota Makassar. 
2. Mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan 
E-Government di Kantor Sekretariat Daerah Kota Makassar 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Akademis 
Penelitian ini diharapkan berguna sebagai karya ilmiah yang menunjang 
perkembangan Ilmu Adminisitrasi Negara khususnya bagi studi kebijakan dan 
manajemen publik. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menambah 
wawasan bagi segenap civitas akademika mengenai perkembangan penerapan 
E-Government khususnya di lingkup Kantor Sekretariat Daerah Kota Makassar. 
2. Manfaat Praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi bagi 
Pemerintah Kota Makassar agar lebih maksimal dalam menerapkan dan 
mengembangkan E-Government di Kantor Sekretariat Daerah Kota Makassar. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Konsep E-Government 
(1) Pengertian E-Government 
E-Government secara mudah dapat diartikan sebagai tata cara 
pemerintahan secara elektronis. Sedangkan dalam arti luas, E-Government 
adalah pemanfaatan teknologi informasi dan instansi pemerintah untuk 
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Tujuannya adalah meningkatkan 
pelayanan kepada masyarakat dengan mengutamakan prinsip-prinsip 
transparansi dan persamaan hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan 
(www.Deptan.go.id). Electronic Government atau yang biasa dikenal dengan 
sebutan E-Government sebenarnya memiliki banyak defenisi yang dikemukakan 
oleh para ahli maupun institusi tertentu. 
World Bank (2004) mendefenisikan E-Government sebagai berikut: 
“E-Government refers to the use by government agencies of information 
technologies that have the ability to transform relations with citizens, 
businesses, and other arms of government. These technologies can serve 
a variety of different ends: better delivery of government services to 
citizens, improved interactions with business and industry, citizen 
empowerment through access to information, or more efficient government 
management. The resulting benefits can be less corruption, increased 
transparancy, greater convenience, revenue growth, and / or cost 
reductions”.8 
Secara garis besar defenisi World Bank mengenai E-Government adalah 
merujuk kepada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah (seperti:Wide 
Area Network, Internet, dan Mobile Computing) yang memungkinkan pemerintah 
                                                             
8 www.worldbank.org diakses pada tanggal 21 Agustus 2013 pukul 20:55 
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untuk mentransformasikan hubungan dengan masyarakat, dunia bisnis dan pihak 
yang berkepentingan (www.worldbank.org).  
UNDP (United Nation Development Programme) sebagaimana dikutip 
dalam buku Kualitas Pelayanan E-Government Ditinjau Dari Kepemimpinan 
Transformasional, Manajemen Pengetahuan dan Manajemen Perubahan oleh 
Yusuf Arifin, mendefenisikan Electronic Government: 
“Electronic government is the application of information and communication 
technology (ICT) by government agencies”. 9 
The Goverment of New Zealand (Bovaird, 2005:19) sebagaimana dikutip 
dalam skripsi Citra Annisa tahun 2011 mendefinisikan E-Government: 
“....a way for governments to use the new technologies to provide people 
with more convenient access to government information and services, to 
improve the quality of the services and to provide greater opportunities to 
participate in our democratic institutions and processes” (E-Government 
merupakan sebuah cara bagi pemerintah untuk menggunakan teknologi 
baru untuk melayani akses masyarakat terhadap informasi dan pelayanan 
pemerintah dengan nyaman, untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan 
untuk menyediakan kesempatan yang lebih besar dalam berpartisipasi 
pada proses dan institusi demokrasi). 10 
Lee and Hong, Grupta and Jana, Evans, Basu, Gandhi and Cross, Burn et 
al, and Stoltzfus sebagaimana dikutip dalam skripsi Citra Annisa tahun 2011 
mendefenisikan E-Government: 
“...E-Government is about the transformation of internal and external 
processes of government using information and communication 
technologies to provide efficient and user focused services to citizens, 
businesses and other stakeholders.” 11 
James L Yong (Yong, 2003 : 11) mendefinisikan E-Government sebagai : 
“....E-Government as the government’s use of technology, in particular, we 
based internet applications to enchance access and delivery of government 
                                                             
9 Arifin, Yusuf. Dkk. 2010. Kualitas Pelayanan E-Government ditinjau dari Kepemimpinan 
Transformasional, Manajemen Pengetahuan dan Manajemen Perubahan. Unpad Press 
10 Annisa, Citra. 2011. Implementasi E-Government melalui Bursa Kerja Online pada Kementerian 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Skripsi 
11 Ibid 
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services to citizens, business partners, employees and other government 
entities”. (E-Government merupakan penggunaan teknologi oleh 
pemerintah khususnya penggunaan aplikasi berbasis web untuk 
meningkatkan akses dan pemberian layanan pemerintah kepada warga 
negara, mitra bisnis, pegawai atau karyawan, dan badan pemerintah 
lainnya). 12 
Lebih lanjut, Bob Hai Suan (dalam Yong, 2003: 370) mengungkapkan 
bahwa E-Government bisa diterapkan dalam konteks sosial, teknologis, 
pelayanan publik, ekonomis dan politis.13 
Maio (2002) sebagaimana dikutip dalam Jurnal Assessing Electronic 
Government Readiness of Public Organizations oleh Nahed Azab menyatakan : 
“E-Government is defined as “the transformation of public-sector internal 
and external relationships through Internet-enabled operations and 
information and communication technology to optimize government 
services delivery, constituency participation and internal government 
processes” “ 
 
Sebagai alat bantu pemerintah untuk melayani masyarakat secara umum, 
E-Government memiliki 4 karakter dasar (Andy Zoeltom, 2004:3) sebagaimana 
dikutip dalam Skripsi Amirullah Syamsuddin, yakni Pertama, sistem informasi 
berbasis web untuk layanan umum sebagai gerbang interaksi antara pemerintah 
daerah dan masyarakat untuk menciptakan kemudahan interaksi siantara kedua 
pihak maupun pihak lain yang membutuhkan. Kedua, basis data terintegrasi 
untuk menyederhanakan rantai birokrasi dalam mengakses dan memutakirkan 
data. Ketiga, mempermudah proses pelayanan pemerintah daerah. Keempat, 
alat kendali manajemen pemerintahan yang baik dan akurat; baik untuk proses 
perencanaan, tatalaksana, pengontrolan dan tindakan-tindakan perbaikan 
terhadap kondisi diluar rencana. 
                                                             
12 Yong, J.SL. 2005. ZE-Government in Asia: Enabling Public Services Innovation in the 21st 
Century.  Times Editions-Marshall Cavendish. Singapore. 
13 Ibid 
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Sebagaimana dikutip dari Jurnal E-Government Diffusion: Evidence from 
the Last Decade Juni 2013 : 
“The advantages of e-government systems are unquestionable. These 
systems deliver government services to citizens in an effective and efficient 
manner: thus increasing transparancy and accountability, lessening 
corruption, and grow revenue and/or reduce costs. These advantages are 
some of the main reasons behind the adoption of e-government by 
developed and developing countries. However, governments and citizens 
cannot benefit from e-government unless they embrace and adopt these 
services.” 
Dari kutipan diatas dijelaskan bahwa keuntungan dari sistem E-government 
merupakan hal yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Sistem ini memberikan 
layanan pemerintah kepada masyarakat secara efektif dan efisien sehingga 
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mengurangi korupsi, dan 
meningkatkan pendapatan dan / atau mengurangi biaya. Keuntungan ini adalah 
beberapa alasan utama di balik penerapan E-government di negara-negara maju 
dan berkembang. Namun, pemerintah dan warga tidak bisa mendapatkan 
keuntungan dari E-government kecuali mereka merangkul dan mengadopsi 
layanan ini. 
(2) Tahap Perkembangan E-Government 
Tahap perkembangan E-Government secara umum dapat dibagi menjadi 
empat : 
a. Web Presence (ketersediaan situs web) : adanya situs web resmi 
instansi / lembaga pemerintahan. 
b. Interaction (interaksi) : adanya fasilitas interaksi antara pengguna 
dengan instansi / lembaga pemerintah melalui situs resminya. 
c. Transaction (transaksi) : tersedianya fasilitas transaksi antara pengguna 
dengan instansi / lembaga pemerintah melalui situs web resminya. 
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d. Transformation (transformasi) : semua proses kerja dan layanan kepada 
masyarakat sudah berbasis elektronik. (Deptan : 2004) 
Dalam perkembangan E-Government di Indonesia, dukungan pemerintah 
sebenarnya baru mulai tampak pada periode awal tahun 1990-an meskipun 
lembaga-lembaga yang berkompeten bagi pengembangan sistem informasi 
dalam organisasi publik sebenarnya sudah ada pada beberapa dasawarsa 
sebelumnya. Terkait dengan pengembangan E-Government, pemerintah telah 
mengeluarkan Inpres No.3 tahun 2003 mengenai Strategi Pengembangan E-
Government. Dalam peraturan ini strategi pokok pemerintah dapat diuraikan 
sebagai berikut:  
1. Pengembangan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya serta 
terjangkau oleh masyarakat luas  
2. Penataan sistem manajemen dan proses kerja pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah secara holistik  
3. Pemanfaatan teknologi informasi secara optimal  
4. Peningkatan peran-serta dunia usaha dan pengembangan industri 
telekomunikasi dan teknologi informasi  
5. Pengembangan sumberdaya manusia di pemerintahan dan peningkatan 
e-literacy masyarakat  
6. Pelaksanaan pengembangan secara sistematis melalui tahapan yang 
realistis dan terukur.  
Secara umum, tahapan pelaksanaan E-Government yang biasanya dipilih 
adalah tahapan (1) membangun sistem e-mail dan jaringan, (2) menyiapkan 
portal yang informatif; (3) meningkatkan kemampuan organisasi dan publik dalam 
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mengakses informasi, (4) menciptakan komunikasi dua arah antar pemerintah 
dan masyarakat; dan (5) mengembangkan demokrasi digital (Wescott, 2001). 
Berdasarkan Inpres No. 3 Tahun 2003, penerapan E-Government di setiap 
lembaga pemerintah mengacu pada tahapan pengembangan E-Government 
nasional sesuai dengan kondisi setiap lembaga pemerintah, meliputi:  
1. Tingkat persiapan: pembuatan situs web di setiap lembaga pemerintah; 
pendidikan SDM, penyediaan sarana akses publik, sosialisasi 
keberadaan layanan informasi elektronik untuk publik dan internal, 
pengembangan E-Leadership dan awareness building, serta penyiapan 
peraturan. 
2. Tingkat pematangan yaitu pembuatan situs informasi layanan publik 
interaktif; dan pembuatan hyperlink. 
3. Tingkat pemantapan: penyediaan fasilitas transaksi elektronik; dan 
penyatuan aplikasi dan data dengan lembaga lain (interoperabilitas). 
4. Tingkat pemanfaatan: pembuatan program layanan G2G, G2B, dan 
G2C terintegrasi; pengembangan proses untuk layanan E-Government 
yang efektif dan efisien, dan penyempurnaan menuju kualitas best 
practice. 
Sementara itu, Kahlil, Lanvin dan Chaudry (2002) sebagaimana dikutip 
dari Jurnal Kebijakan Pengembangan Pelayanan Publik Berbasis E-Government 
(E-Services) di Makassar oleh Hasniati dan Muhammad Hamzah Syahruddin 
menyebutkan bahwa kebanyakan negara berkembang melampaui tiga tahapan 
E-Government yakni: 
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1. Publikasi informasi pemerintah secara online (publish), dalam bentuk 
hukum, regulasi dan website atau portal pemerintah 
2. Komunikasi dua arah untuk menjaring opini masyarakat guna 
peningkatan partisipasi public dalam pengambilan kebijakan (interact), 
seperti dalam penggunaan e-mail untuk pejabat public, atau forum on-
line 
3. Transaksi pelayanan secara online yakni membuat pelayanan publik 
lebih mudah diakses oleh public (transact), seperti e-procurement, e-
filling, perizinan online dan pembayaran pajak melalui online.  
Tahapan tersebut sama dengan tahapan World Bank (dalam Yustianto, 
2006) merupakan model yang paling sederhana.  Model itu pada dasarnya 
mengukur derajat interaksi yang diciptakan dari sistem website yang dimiliki oleh 
pemerintah.  Bentuk keterlibatan itu seragam dengan model tahapan klasik yang 
banyak dikutip tentang evolusi situs web di dunia komersial, yakni publish, 
interact, dan transact. 
Di samping pembahasan tentang tahapan-tahapan pengembangan E-
Government ini, ternyata masih banyak pakar yang menunjukkan rumusan yang 
berlainan. Sebagai contoh, banyak pakar yang mengutip rumusan tahap-tahap e-
government dari ASPA (American Society for Public Administration) sebagai 
berikut :  
1. Emerging: tahap di mana pemerintah hanya menampilkan website 
sebagai sumber informasi alternatif  
2. Enhanced: sudah ada peningkatan dalam informasi yang ditampilkan 
sehingga website menjadi lebih dinamis  
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3. Interactive: ada fasilitas untuk mengunduh (men-download) formulir, 
interaksi melalui e-mail, dan menyediakan fitur bagi pengguna (user) 
untuk berinteraksi.  
4. Transactional: pengguna dapat berinteraksi secara on line melalui 
fasilitas online payment.  
5. Seamless: integrasi penuh layanan publik secara online.  
Sementara itu, Badan Administrasi Pemerintahan Bangsa-Bangsa (PBB) 
atau UNPAN (dalam Hafeez dan Sher, 2005) mengklasifikasi tahapan E-
Government dengan memecah dua tahap awal menjadi dua tahap, yaitu tahapan 
“Presence A” yang masih sangat sederhana (disebut tahap emerging) dan 
tahapan “Presence B” dengan fitur-fitur tambahan yang lebih kompleks (disebut 
tahap enhanced).  Secara keseluruhan Badan Administrasi Pemerintahan PBB 
menyebut ada lima tahapan E-Government yakni: (a) emerging, (b) enhanced, 
(c) interactioin, (d) transactional, dan (e) seamless. 
Indrajit (2002) dalam bukunya mengemukakan bahwa dalam penerapan E-
Government terdapat indikator-indikator yang penting, berkaitan dengan 
berbagai infrastruktur serta strategi pendukungnya, dimana penerapan E-
Government ini meliputi:  
1. Data infrastruktur, meliputi manajemen sistem, dokumentasi, dan proses 
kerja di tempat untuk menyediakan kuantitas dan kualitas data yang 
berfungsi mendukung penerapan E-Government.  
2. Infrastruktur legal, hukum dan peraturan termasuk berbagai perizinan 
untuk mendukung menuju E-Government.  
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3. Infrastruktur institusional, diwujudkan dengan institusi pemerintah secara 
sadar dan eksis melakukan dan memfokuskan tujuannya dalam 
penerapan E-Government.  
4. Infrastruktur manusia, sumber daya manusia yang handal merupakan 
hal pokok yang harus dipersiapkan dalam penerapan E-Government.  
5. Infrastuktur teknologi, penerapan E-Government banyak bertumpu pada 
adanya infrastruktur teknologi yang memadai.  
6. Strategi pemikiran pemimpin, penerapan E-Government sangat 
membutuhkan pemimpin yang membawa visi E-Government dalam 
agendanya dan memiliki strategi pemikiran untuk mewujudkannya. 
(3) Klasifikasi E-Government 
Pada intinya E-Government adalah penggunaan teknologi informasi yang 
dapat meningkatkan hubungan antara Pemerintah dan pihak-pihak lain. Di dalam 
konsep E-Government dikenal pula empat jenis klasifikasi, yaitu: G-to-C, G-to-B, 
G-to-G, dan G-to-E. 
a. Government to Citizens 
Tipe G-to-C ini merupakan aplikasi E-Government yang paling umum, yaitu 
dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi 
informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan 
masyarakat (rakyat). Dengan kata lain, tujuan utama dari dibangunnya aplikasi E-
Government bertipe G-to-C adalah untuk mendekatkan pemerintah dengan 
rakyatnya melalui kanal-kanal akses yang beragam agar masyarakat dapat 
dengan mudah menjangkau pemerintahnya untuk pemenuhan berbagai 
kebutuhan pelayanan sehari-hari. 
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b. Government to Business 
Salah satu tugas utama dari sebuah pemerintahan adalah membentuk 
sebuah lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekonomian sebuah negara 
dapat berjalan sebagaimana mestinya.  
Dalam melakukan aktivitas sehari-harinya, entiti bisnis semacam 
perusahaan swasta membutuhkan banyak sekali data dan informasi yang dimiliki 
oleh pemerintah. Disamping itu, yang bersangkutan juga harus berinteraksi 
dengan berbagai lembaga kenegaraan karena berkaitan dengan hak dan 
kewajiban organisasinya sebagai sebuah entiti berorientasi profit. Diperlukannya 
relasi yang baik antara pemerintah dengan kalangan bisnis tidak saja bertujuan 
untuk memperlancar para praktisi bisnis dalam menjalankan roda 
perusahaannya, namun lebih jauh lagi banyak hal yang  dapat menguntungkan 
pemerintah jika terjadi relasi interaksi yang baik dan efektif dengan industri 
swasta. 
c. Government to Governments 
Di era globalisasi ini terlihat jelas adanya kebutuhan bagi negara-negara 
untuk saling berkomunikasi secara lebih intens dari hari ke hari. Kebutuhan untuk 
berinteraksi antar satu pemerintah dengan pemerintah setiap harinya tidak hanya 
berkisar pada hal-hal yang berbau diplomasi semata, namun lebih jauh lagi untuk 
memperlancar kerjasama antar negara dan kerjasama antar entiti-entiti negara 
(masyarakat, industri, perusahaan, dan lain-lain) dalam melakukan hal-hal yang 
berkaitan dengan administrasi perdagangan, proses-proses politik, mekanisme 
hubungan sosial dan budaya, dan lain sebagainya. 
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d. Government to Employees 
Pada akhirnya, aplikasi e-Government juga diperuntukkan untuk 
meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan 
pemerintahan yang bekerja di sejumlah institusi sebagai pelayan masyarakat. 
(4) Manfaat E-Government 
E-Government memiliki banyak manfaat dalam menunjang efektivitas dan 
efisiensi pelayanan publik. Ada tiga dimensi dalam melihat manfaat dari 
penerapan E-Government (Misuraca, 2007:57-58) sebagaimana dikutip dari 
Skripsi Citra Annisa tahun 2011, yaitu dimensi ekonomi, sosial, dan 
pemerintahan. 
1. Dimensi Ekonomi 
Dalam hal ekonomi, manfaat E-Government di antaranya yaitu mengurangi 
biaya transaksi untuk kapasitas yang lebih baik dengan target pelayanan, 
peningkatan cakupan dan kualitas penyampaian pelayanan, meningkatkan 
kapasitas respon dalam mengatasi permasalahan isu-isu kemiskinan dan 
meningkatkan pendapatan. 
2. Dimensi Sosial 
Dalam hal sosial, manfaat E-Government cukup beragam mulai dari 
penciptaan lapangan kerja di sektor ketiga, peningkatan sistem pendidikan dan 
kesehatan, penargetan yang lebih baik atas pelayanan pemerintah, peningkatan 
kapasitas dalam penyediaan keselamatan dan keamanan. Pada banyak kasus, 
manfaat-manfaat ini dapat dievaluasi dalam istilah-istilah politik dan dapat 
dikuantifikasi dalam istilah keuangan. 
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3. Dimensi Pemerintahan 
Dalam hal pemerintahan, manfaat E-Government dapat meningkatkan 
tercapainya good governance dalam hal peningkatan keterbukaan, transparansi, 
akuntabel atau demokratis dibandingkan dengan pemerintahan yang 
konvensional. E-Government juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat 
sehingga dapat mengokohkan sistem demokrasi yang ada.  
(5) Penerapan E-Government di Negara Maju 
E-Government sudah berhasil diterapkan di banyak negara di berbagai 
belahan dunia. Keberhasilan penerapan E-Government tersebut dapat menjadi 
panutan bagi pembangunan E-Government di negara lainnya, termasuk bagi 
Indonesia. Jerman merupakan salah satu negara maju yang telah berhasil 
menerapkan E-Government dalam sistem pemerintahannya dan memiliki banyak 
layanan yang searah dengan konsep E-Government.  
Di sisi lain, penerapan E-Government juga telah diterapkan oleh beberapa 
negara seperti Inggris, Australia, Selandia Baru dan Norwegia yang menerapkan 
E-Gov 2.0. Collins (2009) sebagaimana dikutip dari Jurnal Building E-
Government 2.0 - A Step Forward in Bringing Government Closer to Citizens  
menyatakan bahwa E -government 2.0 lebih dari "e-government dengan nama 
baru". Ini adalah perubahan mendasar dalam pelaksanaan pemerintahan 
terhadap model terbuka , kolaboratif dan partisipatif. E -government 2.0  sebagai 
model teknologi yang ditingkatkan pemerintah, mencerminkan upaya pemerintah 
untuk memperbarui dan memodernisasi E-government dan hubungannya 
dengan sektor publik dengan menggunakan teknologi Web 2.0. Ini adalah model 
baru E-government yang dikembangkan bukan hanya dalam teori tetapi juga 
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dalam praktek. E-Government 2.0 merupakan salah satu model pelayanan publik 
yang menggunakan aplikasi Web 2.0 yang diharapkan dapat membantu 
pemerintah untuk mencapai tujuan lama yang diinginkan dari pembaharuan 
pemerintah  dengan membuat mereka lebih sederhana dan user-oriented, 
transparan dan akuntabel, partisipatif dan inklusif, tergabung dan terhubung 
dalam satu jaringan. (Osimo, 2008 dalam Jurnal Building E-Government 2.0 - A 
Step Forward in Bringing Government Closer to Citizens). 
Selain itu, terdapat pula Situs Arbeitsagentur.de yang merupakan salah 
satu situs pemerintah Jerman yang menyediakan pelayanan kepada masyarakat 
dan swasta terkait lowongan pekerjaan. Pengembangan E-Government di 
Jerman ini dikoordinasikan oleh Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik (BSI) melalui apa yang dinamakan BundOnline 2005. Salah 
satu program yang masih dikembangkan oleh BSI adalah ruang virtual untuk 
surat menyurat. 
Dari segi pemahaman mengenai E-Government, yang menarik dari 
pemerintah Jerman yakni mereka memahami bahwa E-Government bukanlah 
sekedar proyek implementasi teknologi informasi, tapi juga merupakan bagian 
dari modernisasi layanan publik pada tiap tingkatan administratif pemerintahan. 
E-Government di Jerman melalui layanan sejenis bursa kerja atau yang 
disebut Jobborse oleh masyarakat Jerman merupakan pelayanan yang diberikan 
oleh Badan Ketenagakerjaan Federal Jerman. Keberhasilan pelaksanaan E-
Government ditunjang oleh banyak hal, diantaranya yakni kejelasan visi dan 
tujuan jangka panjang serta adanya komitmen dari lembaga tinggi pemerintahan. 
Faktor lain yang menunjang keberhasilan E-Government di Jerman yaitu adanya 
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enam fase perencanaan yang menjadi perhatian pemerintah Jerman, yakni: 
inisialisasi, strategi, analisis, desain pada high level, implementasi dan tes, serta 
pengenalan dan awal pengoperasian. Keenam fase tersebut merupakan titik 
awal untuk mengenalkan E-Government kepada publik di Jerman. Pada fase 
implementasi dan tes, beberapa aktivitas yang dilakukan meliputi persiapan 
pembuatan software dan adaptasi. Kemudian dilakukan procurement dan 
instalasi software dan hardware. Setelah itu dilakukan manajemen perubahan, 
dokumentasi hingga persiapan untuk pengetesan. Sebelum layanan E-
Government digunakan, dilakukan pengujian lebih dulu untuk memperhatikan 
keamanan pada situs tersebut, sehingga kemudian bisa digunakan. 
Dari sisi keamanan, hal itu terkait dengan proteksi pertukaran data yang 
menyangkut kerahasiaan, integritas dan keaslian. Aspek-aspek itu sangat 
penting dalam aplikasi E-Government oleh pemerintah Jerman dan merupakan 
kondisi realistis yang patut menjadi perhatian karena tidak berjalan dalam ruang 
hampa. Setelah ke-enam fase tersebut terpenuhi, barulah kemudian pemerintah 
Jerman mengambil kesimpulan apakah layanan E-Government yang akan 
dipublikasikan ke masyarakat dapat dipakai atau tidak. 
Namun, disisi lain terdapat pula hambatan dalam penerapan E Government 
di negara berkembang, sebagaimana dikutip dari Jurnal Organizational 
Adaptation to Sustain Information Technology: The Case of E-Government in 
Developing Countries Volume 10 Issue 1 2012 : 
“Adoption and implementation of e-government in developing countries is 
not considered as successful as their counterparts in developed countries. 
Developing countries face challenges in making IT work over time and 
institutionalizing it in daily routines within their organizations (Braa, 
Monteiro, & Sahay, 2004). For example, data shows that about 85 per cent 
of e-government implementations have resulted in failure (Heeks, 2003). 
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Heeks argues that the majority of e-government failure can be categorized 
as sustainability failure where the initiative is initially successful but its use 
fails to be sustained for a period of time after implementation and 
operation.” 
Adopsi dan implementasi atau penerapan E-Government di negara 
berkembang tidak dianggap berhasil seperti rekan-rekan mereka di negara maju. 
Negara-negara berkembang menghadapi tantangan dalam membuat IT bekerja 
dari waktu ke waktu dan dalam rutinitas sehari-hari dalam organisasi mereka 
(Braa, Monteiro, & Sahay, 2004). Sebagai contoh, data menunjukkan bahwa 
sekitar 85 % dari implementasi E-government menghasilkan kegagalan (Heeks, 
2003). Heeks berpendapat bahwa sebagian besar kegagalan E-government 
dapat dikategorikan sebagai kegagalan keberlanjutan dimana inisiatif ini awalnya 
berhasil namun penggunaannya gagal dipertahankan untuk jangka waktu setelah 
diimplementasikan dan dioperasikan. 
B. Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 
Inpres No.3 Tahun 2003 merupakan instruksi presiden yang dikeluarkan 
pada tahun 2003 di masa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri. 
Inpres ini membahas tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-
Government di Indonesia. Adapun beberapa poin penting yang terdapat dalam 
Inpres No.3 Tahun 2003 antara lain: 
1. Tujuan Pengembangan E-Government 
Berdasarkan Inpres No.3 Tahun 2003 mengenai Kebijakan dan Strategi 
Nasional Pengembangan E-Government, disebutkan bahwa pengembangan E-
Government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan 
kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka 
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meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui 
pengembangan E-Government dilakukan penataan sistem manajemen dan 
proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimasikan pemanfaatan 
teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua) 
aktivitas yang berkaitan yaitu : 
a) Pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses 
kerja secara elektronis; 
b) Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat 
diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah 
negara. 
Untuk melaksanakan maksud tersebut pengembangan E-Government 
diarahkan untuk mencapai 4 (empat) tujuan, yaitu : 
a) Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang 
memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas 
serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat 
tidak dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau oleh 
masyarakat. 
b) Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk 
meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat 
kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan 
internasional. 
c) Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-
lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi 
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masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan 
negara. 
d) Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan 
efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga 
pemerintah dan pemerintah daerah otonom. 
2. Pemerintah yang Diharapkan 
Perubahan-perubahan yang terjadi di level  pemerintahan menuntut 
terbentuknya kepemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab 
tuntutan perubahan secara efektif. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu 
memenuhi dua modalitas tuntutan masyarakat yang berbeda namun berkaitan 
erat, yaitu : 
a) Masyarakat menuntut pelayanan publik yang memenuhi kepentingan 
masyarakat luas di seluruh wilayah negara, dapat diandalkan dan 
terpercaya, serta mudah dijangkau secara interaktif. 
b) Masyarakat menginginkan agar asiprasi mereka didengar dengan 
demikian pemerintah harus memfasilitasi partisipasi dan dialog publik di 
dalam perumusan kebijakan negara. 
3. Strategi Pengembangan E-Government 
Pencapaian tujuan strategis E-government perlu dilaksanakan melalui 6 
(enam) strategi yang berkaitan erat, yaitu : 
a) Mengembangkan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya, serta 
terjangkau oleh masyarakat luas. 
b) Menata sistem manajemen dan proses kerja pemerintah dan pemerintah 
daerah otonom secara holistik. 
c) Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. 
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d) Meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri 
telekomunikasi dan teknologi informasi. 
e) Mengembangkan kapasitas SDM baik pada pemerintah maupun 
pemerintah daerah otonom, disertai dengan meningkatkan e-literacy 
masyarakat. 
f) Melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapan-
tahapan yang realistik dan terukur. 
4. Pengembangan E-Government 
Berdasarkan sifat transaksi informasi dan pelayanan publik yang 
disediakan oleh pemerintah melalui jaringan informasi, pengembangan E-
government dapat dilaksanakan melalui 4 (empat) tingkatan sebagai berikut : 
a. Tingkat 1 - Persiapan yang meliputi : 
 Pembuatan situs informasi disetiap lembaga; 
 Penyiapan SDM; 
 Penyiapan sarana akses yang mudah misalnya menyediakan sarana 
Multipurpose Community Center, Warnet, SME-Center, dll; 
 Sosialisasi situs informasi baik untuk internal maupun untuk publik. 
b. Tingkat 2 - Pematangan yang meliputi : 
 Pembuatan situs informasi publik interaktif; 
 Pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain; 
c. Tingkat 3 - Pemantapan yang meliputi : 
 Pembuatan situs transaksi pelayanan publik; 
 Pembuatan interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga 
lain 
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d. Tingkat 4 - Pemanfaatan yang meliputi : 
 Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat G2G, G2B dan 
G2C yang terintegrasi. 
 Situs pemerintah pusat dan daerah harus secara bertahap 
ditingkatkan menuju ke tingkat - 4.  
 Perlu dipertimbangkan bahwa semakin tinggi tingkatan situs tersebut, 
diperlukan dukungan sistem manajemen, proses kerja, dan transaksi 
informasi antar instansi yang semakin kompleks pula. Upaya untuk 
menaikkan tingkatan situs tanpa dukungan yang memadai, akan 
mengalami kegagalan yang tidak hanya menimbulkan pemborosan 
namun juga menghilangkan kepercayaan masyarakat. Untuk 
menghindari hal tersebut, perlu dibakukan sejumlah pengaturan 
sebagai berikut : 
- Standar kualitas dan kelayakan situs pemerintah bagi setiap 
tingkatan perkembangan di atas. 
- Peraturan tentang kelembagaan dan kewenangan yang berkaitan 
dengan pemanfaatan dan transaksi informasi yang dimiliki 
pemerintah. Pengaturan ini harus mencakup batasan tentang 
hakmmasyarakat atas informasi, kerahasiaan dan keamanan 
informasi pemerintah (information security), serta perlindungan 
informasi yang berkaitan dengan masyarakat (privacy). 
- Persyaratan sistem manajemen dan proses kerja, serta sumber 
daya manusia yang diperlukan agar situs pemerintah dapat 
berfungsi secara optimal dan mampu berkembang ke tingkat yang 
lebih tinggi. 
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C. Kerangka Konseptual 
Kerangka konseptual ialah penjelasan terhadap hal-hal yang menjadi objek 
permasalahan. Kerangka konseptual disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan 
hasil penelitian yang relevan. Adapun yang menjadi gambaran dari kerangka 
konseptual dalam penelitian ini dapat dilihat pada  gambar berikut : 
 
Gambar 2.1  
Kerangka Konseptual 
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BAB III 
  METODE PENELITIAN 
A. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Tempat yang dipilih sebagai lokasi penelitan sesuai dengan judul penelitian 
dan sangat relevan dengan permasalahan yang diajukan adalah Kantor 
Sekretariat Daerah Makassar. Sedangkan waktu penelitian dan penyusunan 
laporan akhir diperkirakan menyita waktu kurang lebih selama dua bulan, mulai 
dari bulan Oktober hingga November tahun 2013. 
B. Pendekatan dan Jenis Penelitian 
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif 
dimana dalam penelitian yang dilakukan hanya bersifat deskriptif yaitu terbatas 
pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa 
sebagaimana adanya sehingga bersifat mengungkapkan fakta dan memberikan 
gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti. 
Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan informasi kualitatif sehingga 
lebih menekankan pada masalah proses dan makna dengan cara 
mendeskripsikan suatu masalah. 
C. Tipe dan Dasar Penelitian 
Tipe penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian deskriptif dimana tipe 
deskriptif didasarkan pada peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat peneliti 
melakukan penelitian kemudian menganalisanya dan membandingkan dengan 
kenyataan yang ada dengan teori, dan selanjutnya menarik kesimpulan. 
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Sedangkan, dasar penelitian yang dilakukan adalah wawancara langsung 
yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis suatu 
peristiwa atau proses tertentu dengan memilih data atau menentukan ruang 
lingkup tertentu sebagai sampel yang dianggap representatif. 
D. Fokus Penelitian 
Dalam penelitian ilmiah ini, penerapan E-Government akan difokuskan 
dengan pendekatan sasaran/tujuan dan berangkat dari konsep Indrajit (2002) 
yang dalam bukunya mengemukakan bahwa dalam penerapan E-Government 
terdapat indikator-indikator yang penting, berkaitan dengan berbagai infrastruktur 
serta strategi pendukungnya, dimana penerapan E-Government ini meliputi:  
1. Data infrastruktur, meliputi manajemen sistem, dokumentasi, dan proses 
kerja di tempat untuk menyediakan kuantitas dan kualitas data yang 
berfungsi mendukung penerapan E-Government.  
2. Infrastruktur legal, hukum dan peraturan termasuk berbagai perizinan 
untuk mendukung menuju E-Government.  
3. Infrastruktur institusional, diwujudkan dengan institusi pemerintah secara 
sadar dan eksis melakukan dan memfokuskan tujuannya dalam 
penerapan E-Government.  
4. Infrastruktur manusia, sumber daya manusia yang handal merupakan hal 
pokok yang harus dipersiapkan dalam penerapan E-Government.  
5. Infrastuktur teknologi, penerapan E-Government banyak bertumpu pada 
adanya infrastruktur teknologi yang memadai.  
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6. Strategi pemikiran pemimpin, penerapan E-Government sangat 
membutuhkan pemimpin yang membawa visi E-Government dalam 
agendanya dan memiliki strategi pemikiran untuk mewujudkannya. 
E. Narasumber atau Informan  
Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang atau pegawai yang 
mengetahui tentang penerapan E-Government di Kantor Sekretariat Daerah Kota 
Makassar. Oleh sebab itu, informan yang dimaksud adalah sebagai berikut: 
1. Asisten II Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Sosial 
2. Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan 
3. Kepala Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pembangunan 
4. Staff Bagian Pengendalian Administrasi Pembangunan 
F. Sumber Data 
Untuk memperoleh data data yang relevan dengan tujuan penelitian, maka 
digunakan sumber data sebagai berikut : 
1. Data primer, bersumber dari hasil wawancara dengan informan terkait 
dan observasi yang dilakukan pada Kantor Sekretariat Daerah Kota 
Makassar. 
2. Data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa dokumen-dokumen 
dalam hal ini adalah Peraturan Walikota yang menjadi pedoman 
penerapan LPSE dan SIUJAKI Kota Makassar, data kepegawaian, dan 
Laporan penelitian yang ada kaitannya dengan masalah penelitian. 
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G. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka 
teknik yang digunakan adalah sebagai berikut:  
a) Pengumpulan data melalui studi pustaka, dokumen dan hasil-hasil 
penelitian yang relevan serta melalui lembaga terkait dengan masalah 
yang diteliti.  
b) Pengumpulan data melalui penelitian lapangan dengan melakukan 
wawancara mendalam dengan informan terkait, observasi atau 
pengamatan pada obyek penelitian, dan pengumpulan data-data dalam 
bentuk tulisan seperti data-data kepegawaian dan data peraturan 
pemerintah yang dijadikan pedoman dalam penerapan LPSE dan 
SIUJAKI.  
 
H. Teknik Analisis Data 
 
Dalam penelitian ini, hal pertama yang dilakukan penulis dalam 
menganalisis data yang diperoleh adalah dengan melakukan reduksi data 
dimana dalam  hal ini dilakukan proses pemilihan data dan penulis memusatkan 
perhatian pada penyederhanaan data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di 
lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, 
bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka 
konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data 
yang dipilih penulis. 
Kemudian penulis melakukan penyajian data dimana  sekumpulan data 
dan informasi yang diperoleh lalu disusun, sehingga memberi kemungkinan akan 
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adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif yang ditampilkan 
penulis adalah dengan menggunakan teks naratif berbentuk catatan lapangan 
serta data dalam bentuk grafik dan bagan. Penggabungan dan penyajian data 
tersebut kemudian diharapkan dapat menggambarkan hasil penelitian dalam 
suatu data yang ter-struktur dan mudah dimengerti.  
Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclution 
drawing/ verification), yang mencari arti pola-pola penjelasan, konfigurasi yang 
mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. penarikan kesimpulan dilakukan 
secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-
catatan di lapangan sehingga data-data di uji validitasnya. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian. 
 
1. Sekretariat Daerah Kota Makassar 
Sekretariat Daerah Kota Makassar merupakan institusi setingkat SKPD 
yang berlokasi di Kantor Balaikota Makassar, JL. Ahmad Yani No. 2 Makassar. 
Sekretariat Daerah Kota Makassar merupakan instansi pemerintah daerah yang 
mencakup unsur kepegawaian negara yang membantu Walikota sebagai kepala 
pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. 
Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada 
dibawah Walikota dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota. Sekretariat 
Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyusun 
kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. 
Untuk melaksanakan tugas pokok, Sekretariat Daerah mempunyau fungsi: 
1. Pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah kota 
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis 
daerah 
3. Pembinaan organisasi, ketatalaksanaan, keuangan, sarana dan prasarana 
4. Pembinaan pegawai negeri sipil daerah 
5. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan 
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. 
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Gambar 4.1 
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR 
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Berikut uraian tugas jabatan struktur organisasi Sekretariat Daerah Kota 
Makassar berdasarkan Peraturan Walikota Makassar nomor 22 tahun 2009 
tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Sekretariat Daerah Kota 
Makassar : 
a. ASISTEN I BIDANG PEMERINTAHAN UMUM 
Asisten Bidang Pemerintahan mempunyai tugas merumuskan, 
mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, melaksanakan sebagian tugas 
sekretariat di bidang pemerintahan, perumusan produk hukum daerah serta 
organisasi dan ketatalaksanaan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, 
Asisten Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi : 
 Penyusunan rumusan kebijaksanaan dan pengkoordinasian dalam 
penyelenggaraan bidang pemerintahan; 
 Penyusunan rumusan kebijaksanaan pembinaan organisasi dan 
ketatalaksanaan; 
 Penyusunan rumusan kebijaksanaan pembinaan hukum dan 
pengkoordinasian penyusunan produk hukum daerah; 
 Pengkoordinasian perangkat daerah berdasarkan pengelompokan 
fungsi yang ditetapkan dengan keputusan walikota. 
Asisten Bidang Pemerintahan Umum terdiri atas : 
1. Bagian Tata Pemerintahan 
2. Bagian Organisasi dan Tata Laksana 
3. Bagian Hukum dan Hak Azasi Manusia 
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b. ASISTEN II BIDANG PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN 
DAN SOSIAL  
Asisten Bidang Perekonomian, pembangunan dan Sosial mempunyai tugas 
merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, melaksanakan 
sebagian tugas sekretariat di bidang pembinaan pembangunan, pembinaan 
mental spiritual dan lembaga sosial dan keagamaan. Untuk menyelenggarakan 
tugas tersebut, Asisten Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Sosial 
mempunyai fungsi : 
 Penyusunan rumusan kebijaksanaan, pengkoordinasian pembinaan 
pengembangan serta administrasi pelaksanaan pembangunan; 
 Penyusunan rumusan kebijaksanaan teknis pembinaan mental 
spiritual, pengelolaan sarana ibadah serta lembaga sosial dan 
keagamaan; 
 Penyusunan rumusan kebijaksanaan teknis pembinaan pengendalian 
Administrasi pembangunan, pembinaan perusahaan daerah dan 
kerjasama pembangunan daerah; 
 Pengkoordinasian perangkat daerah berdasarkan pengelompokan 
fungsi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota. 
Asisten Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Sosial, terdiri atas : 
1. Bagian Perekonomian dan Pembangunan 
2. Bagian Kesejahteraan Rakyat 
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c. ASISTEN III BIDANG KEUANGAN DAN ASSET 
Asisten Bidang Keuangan dan Asset mempunyai tugas merumuskan, 
mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, melaksanakan sebagian tugas 
sekretariat dalam bidang keuangan dan perlengkapan. Untuk menyelenggarakan 
tugas tersebut, Asisten Bidang Keuangan dan Asset mempunyai fungsi : 
 Penyusunan rumusan kebijaksanaan dan pengkoordinasian dan 
petunjuk teknis pembinaan administrasi pengelolaan keuangan; 
 Penyusunan perumusan kebijaksanaan dan pengkoordinasian 
petunjuk teknis penyusunan program analisa kebutuhan dan 
pengadaan dan asset daerah serta penyiapan administrasi 
perlengkapan; 
 Pengkoordinasian perangkat daerah berdasarkan pengelompokan 
fungsi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota. 
 
Asisten Bidang Keuangan dan Asset, terdiri atas : 
 
1. Bagian Keuangan 
2. Bagian Perlengkapan 
  
d. ASISTEN IV BIDANG ADMINISTRASI UMUM 
Asisten Bidang Administrasi Umum mempunyai tugas merumuskan, 
mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, melaksanakan sebagian tugas 
sekretariat di bidang umum dan protokol serta hubungan masyarakat. Untuk 
menyelenggarakan tugas tersebut, Asisten Bidang Administrasi Umum 
mempunyai fungsi : 
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 Penyusunan rumusan kebijaksanaan dan pengkoordinasian dan 
petunjuk teknis pembinaan ketatausahaan, kearsipan, pengamanan 
informasi sandi dan pesawat telepon, pengelolaan rumah tangga serta 
pelaksanaan administrasi kepegawaian dalam lingkup Sekretariat 
Daerah Kota Makassar; 
 Penyusunan perumusan kebijaksanaan, pengkoordinasian petunjuk 
teknis penyiapan bahan SPPD, persiapan akomodasi serta melakukan 
urusan penyusunan acara pemerintah kota; 
 Penyusunan perumusan kebijaksanaan, pengkoordinasian petunjuk 
teknis dan pembinaan terhadap pengembangan hubungan 
masyarakat; 
 Pengkoordinasian perangkat daerah berdasarkan pengelompokan 
fungsi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota. 
 
Asisten Bidang Administrasi Umum terdiri atas : 
 
1. Bagian Umum dan Kepegawaian 
2. Bagian Protokol 
3. Bagian Hubungan Masyarakat 
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B. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
1. Penerapan E-Government di Kantor Sekretariat Daerah Kota 
Makassar 
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan pada Kantor 
Sekretariat Daerah Kota Makassar, maka dapat digambarkan bahwa penerapan 
E-Government di Kantor Sekretariat Daerah Kota Makassar secara garis besar 
terbagi atas tiga: 
a) E-Procurement (Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik) melalui 
layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) 
b) SIUJAKI (Sistem informasi izin usaha jasa konstruksi) 
c) Belanja Modal. 
Namun, dari 3 jenis penerapan E-Government tersebut, hanya Layanan 
Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Sistem Informasi Izin Usaha Jasa 
Konstruksi (SIUJAKI) yang memberikan pelayanan langsung kepada 
masyarakat, sedangkan untuk Belanja Modal hanya mencakup internal Kantor 
Sekretariat Daerah Kota Makassar dan datanya bersifat rahasia. 
a. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 
LPSE adalah unit kerja yang dibentuk di seluruh Kementerian/ Lembaga/ 
Satuan Kerja Perangkat Daerah/ lnstitusi Lainnya (K/L/D/I) untuk 
menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik 
serta memfasilitasi ULP/ Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan 
barang/jasa secara elektronik. ULP/ Pejabat Pengadaan pada Kementerian/ 
Lembaga/ Perguruan Tinggi/ BUMN yang tidak membentuk LPSE dapat 
menggunakan fasilitas LPSE yang terdekat dengan tempat kedudukannya untuk 
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melaksanakan pengadaan secara elektronik. Selain memfasilitasi ULP/ Pejabat 
Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/ jasa secara elektronik 
LPSE juga melayani registrasi penyedia barang dan jasa yang berdomisili di 
wilayah kerja LPSE yang bersangkutan 
Pengadaan barang/jasa secara elektronik akan meningkatkan 
transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha 
yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses 
monitoring dan audit dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time 
guna mewujudkan clean and good government dalam pengadaan barang/jasa 
pemerintah 
Layanan yang tersedia dalam Sistem  Pengadaan Secara Elektronik saat 
ini adalah E-tendering yang ketentuan teknis operasionalnya diatur dengan 
Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara E-Tendering. 
Selain itu LKPP juga menyediakan fasilitas Katalog Elektronik (E-Catalogue) 
yang merupakan sistem informasi elektronik yang memuat daftar,jenis, 
spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa 
pemerintah, proses audit secara online (E-Audit), dan tata cara pembelian 
barang/jasa melalui katalog elektronik (E-Purchasing). 
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Layanan ini dapat diakses melalui situs http://www.lpse-makassar.info 
dengan tampilan awal website sebagai berikut: 
 
Gambar 4.2 
Tampilan Awal Website LPSE Kota Makassar 
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Alur Pendaftaran/Registrasi Penyedia Barang/Jasa pada Sistem 
Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik pada LPSE Kota Makassar dapat 
dilihat dari gambar dan penjelasan berikut: 
Gambar 4.3 
Alur Pendaftaran Penyedia Barang/Jasa (Tahap 1) 
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Gambar 4.4 
Alur Pendaftaran Penyedia Barang/Jasa (Tahap 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.5 
Alur Pendaftaran Penyedia Barang/Jasa (Tahap 3) 
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Setelah penyedia barang/jasa mendaftarkan alamat e-mail perusahaannya, 
maka admin LPSE akan mengirimkan link halaman pendaftaran yang kemudian 
harus diisi oleh penyedia barang/jasa yang telah mendaftarkan e-mailnya. 
Setelah halaman pendaftaran diisi secara lengkap, kemudian pendaftar mengklik 
tulisan mendaftar yang muncul pada halaman tersebut.  
Setelah melakukan proses diatas, maka penyedia barang/jasa selanjutnya 
harus melakukan verifikasi manual pada LPSE Kota Makassar (Bagian 
Perekonomian dan Pembangunan Lantai 7 Balaikota Makassar) dengan 
melampirkan : 
1. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan (melampirkan lembaran asli) 
2. Fotocopy SIUP, SITU, dan TDP (melampirkan lembaran asli) 
3. Fotocopy SBU dan perizinan lainnya (melampirkan lembaran asli) 
4. Fotocopy KTP Direktur, Manager, Tenaga Ahli (melampirkan lembaran 
asli) 
5. Formulir Pendaftaran yang telah diisi 
6. Formulir Keikutsertaan yang telah diisi 
7. Fotocopy Ijazah tenaga ahli (lampirkan lembaran asli) 
8. Fotocopy NPWP dan Nomor PKP (lampirkan lembaran asli) 
Semua lembaran fotocopy dan formulir diatas kemudian dijilid menjadi satu 
dan dibawa langsung ke Kantor LPSE Kota Makassar yang berlokasi di Menara 
Balaikota Lt.7 Bag. Perekonomian dan Pembangunan Jl. Jend. Ahmad Yani No. 
2 Makassar. Verifikasi dilakukan setiap hari kerja mulai pukul 08.00 WITA s/d 
15.00 WITA. 
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b. Sistem Informasi Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJAKI) 
SIUJAKI (Sistem Informasi Izin Usaha Jasa Konstruksi) merupakan sistem 
pengolahan data, penerbitan, dan pengarsipan digital Izin Usaha Jasa Konstruksi 
(IUJK) di Kota Makassar, serta sebagai layanan online bagi masyarakat ataupun 
pihak-pihak yang terkait, yang memberikan informasi seputar Jasa Konstruksi di 
Kota Makassar. Sistem ini dibangun mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan 
Umum No. 04/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin 
Usaha Jasa Konstruksi Nasional, serta Peraturan-peraturan lainnya yang berlaku 
terkait dengan Jasa Konstruksi. 
Layanan SIUJAKI ini dapat diakses melalui situs 
http://www.makassarkota.info dengan tampilan awal website sebagai berikut : 
Gambar 4.6 
Tampilan Awal Website SIUJAKI Kota Makassar 
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Gambar 4.7 
Tampilan Halaman Data Izin Usaha Jasa Konstruksi Kota Makassar 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.8 
Tampilan Halaman Peraturan Seputar Jasa Konstruksi 
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Alur proses pengurusan Izin Usaha Jasa Konstruksi secara umum dapat 
dilihat pada gambar berikut ini: 
Gambar 4.9 
Alur Proses Pengurusan Izin Usaha Jasa Konstruksi Kota Makassar 
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Tahap Pertama : 
 Mengambil formulir pendaftaran IUJK pada Bagian Perekonomian dan 
Pembangunan 
 Mengisi formulir pendaftaran IUJK 
Tahap Kedua : 
 Melengkapi persyaratan pendaftaran sesuai yang tertera pada formulir 
pendaftaran 
 Formulir pendaftaran beserta dokumen pendukung diverifikasi oleh 
Verifikator Tim Pembina Jasa Konstruksi 
Tahap Ketiga : 
 Badan usaha yang tidak mengisi formulir dan juga tidak melengkapi 
dokumen yang dipersyaratkan, maka formulir pendaftarannya akan 
dikembalikan untuk dilengkapi 
 Badan usaha yang formulir pendaftarannya serta dokumen 
pendukungnya dinyatakan lengkap oleh Verifikator Tim Pembina Jasa 
Konstruksi, maka berkas pendaftarannya akan diserahkan ke Tim 
Pencetak IUJK 
Tahap Keempat : 
 IUJK yang telah dicetak diserahkan ke Kantor Pelayanan Administrasi 
Perizinan Kota Makassar untuk ditandatangani oleh Kepala Kantor 
Pelayanan Administrasi Perizinan 
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 IUJK yang telah ditandatangani kemudian diserahkan kembali ke Bagian 
Perekonomian dan Pembangunan untuk direkatkan hologram, sekaligus 
dilakukan scan copy tertadap IUJK tersebut. 
Tahap Kelima : 
 IUJK yang telah direkatkan hologram dan di scan copy, akan ditampilkan 
pada portal www.makassarkota.info , sebagai bukti keaslian dari IUJK 
tersebut. 
 IUJK yang tidak melengkapi proses penerbitannya (tidak direkatkan 
hologram dan tidak di scan copy) tidak akan tampil pada portal 
www.makassarkota.info dan dianggap belum dapat digunakan. 
 
2. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penerapan E-
Government di Kantor Sekretariat Daerah Kota Makassar 
Berdasarkan konsep yang dikemukakan Indrajit (2002) bahwa terdapat 
beberapa indikator penting dalam penerapan E-Government, dimana indikator 
tersebut meliputi: 
 Infrastruktur Data 
 Infrastruktur Legal 
 Infrastruktur Institusional 
 Infrastruktur Manusia 
 Infrastruktur Teknologi 
 Strategi Pemikiran Pemimpin 
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a. Infrastruktur Data 
Infrastruktur data ini meliputi manajemen sistem, dokumentasi dan proses 
kerja di tempat untuk menyediakan kuantitas dan kualitas data yang berfungsi 
mendukung penerapan E-Government. 
Berikut kutipan wawancara peneliti dengan salah satu staff LPSE : 
“Data-datanya dihimpun dari data rekanan atau pemilik usaha jasa 
konstruksi yang akan mengikuti tender/lelang dan yang akan mengurus izin 
usahanya. Untuk penyimpanan data, kita sudah tidak menggunakan CD-R, 
tapi yang kita gunakan itu Hardisk eksternal atau flashdisk dengan 
kapasitas penyimpanan yang besar. Untuk pengamanan datanya, disini 
kita pake istilah “mirror data” dek. Mirror data itu semacam backup data di 
server lain yang sifatnya sekunder.” (Hasil wawancara kepada Bapak 
Fahrijal Febrianto Putra S.Sos pada tanggal 28 Oktober 2013) 
 
Data infrastruktur merupakan sebuah dasar dalam penerapan E-
Government karena jika data infratruktur tersebut tidak diperhatikan akan 
mempengaruhi penerapan E-Government. Berdasarkan wawancara diatas dapat 
disimpulkan bahwa pengelolaan dan penyimpanan data terkait penerapan E-
Government di Kantor Sekretariat Daerah Kota Makassar sudah memadai. 
Selain itu, tidak dapat dipungkiri bahwa data-data berupa kertas juga masih tetap 
digunakan. Penyimpanan data berupa kertas tersebut kemudian disimpan dalam 
satu loker untuk memudahkan penyimpanan data tersebut. 
b. Infrastruktur Legal 
Dalam penerapan E-Government dibutuhkan infrastruktur legal dari 
lembaga atau penyedia layanan. Infrastruktur legal meliputi adanya dasar 
hukum, serta peraturan-peraturan dalam penerapan E-Government (Indrajit, 
2002).  Infrastruktur legal sangat diperlukan sebagai sebuah kekuatan hukum. 
Dengan adanya infrastruktur legal, maka penerapan E-Government mempunyai 
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dasar hukum untuk menerapkannya dengan diimbangi oleh aturan-aturan yang 
berlaku. 
Berikut hasil wawancara penulis kepada informan terkait infrastruktur legal: 
“LPSE yang dioperasionalkan di Sekretariat Daerah Kota Makassar itu 
menggunakan pedoman dari peraturan walikota nomor 61 tahun 2009. 
Kalau peraturan dari pusat dalam hal ini LKPP sebenarnya ada, tapi untuk 
pelaksanaan teknisnya kita gunakan perwal yang tadi itu. Untuk SIUJAKI 
sendiri, sama seperti halnya LPSE, bahwa ada juga peraturan dari pusat 
yakni dari Kementerian Pekerjaan Umum, tapi peraturan pusat itu 
kemudian dijabarkan kedalam peraturan walikota terbaru yakni perwal 
nomor 21 tahun 2012” (Berdasarkan wawancara kepada Bapak Surahman 
Suriady ST, MM pada tanggal 31 Oktober 2013) 
Berdasarkan wawancara diatas diketahui bahwa Layanan Pengadaan 
Secara Elektronik (LPSE) Kota Makassar diterapkan berdasarkan Peraturan 
Walikota Makassar Nomor 61 tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik di Lingkungan 
Pemerintah Kota Makassar dan untuk Sistem Informasi Izin Usaha Jasa 
Konstruksi (SIUJAKI) diterapkan berdasarkan Peraturan Walikota Makassar 
Nomor 21 tahun 2012 tentang  Tata Cara Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi 
Dalam Kota Makassar. Masing-masing peraturan tersebut memuat pedoman dan 
tata cara dalam menjalankan pengadaan barang/jasa secara elektronik dan juga 
tata cara pemberian izin usaha secara elektronik. 
c. Infrastruktur Institusional 
Penerapan E-Government harus ditunjang dengan infrastruktur institusional 
yang dapat diwujudkan apabila institusi pemerintah memiliki kesadaran dan eksis 
melaksanakan tujuannya (Indrajit, 2002). Infrastruktur institusional tersebut 
meliputi adanya koordinasi antar instansi, meningkatkan kerjasama serta 
memiliki komunikasi yang baik antar instansi terkait. Kemudian, untuk 
keberhasilan penerapan E-Government tersebut terkait dengan komunikasi antar 
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organisasi/instansi ini disamping diperlukan ketepatan pemahaman dan 
konsistensi dalam mengomunikasikan ukuran-ukuran dan sasaran tersebut juga 
diperlukan mekanisme dan prosedur-prosedur yang memungkinkan pejabat 
atasan dan bawahan dapat melakukan komunikasi secara baik sehingga 
bawahan dapat bertindak, sesuai harapan atasan. Dalam penerapan E-
Government kesadaran aparatur yang tinggi sangat diperlukan. Kesadaran yang 
tinggi dari aparatur tersebut harus diikuti dengan eksistensi pemerintah dalam 
melaksanakan tujuannya. Koordinasi antar instansi dalam memberikan informasi 
merupakan sebuah langkah yang baik dengan demikian kerjasama antar instansi 
akan semakin erat. Jika kerjasama antar instansi baik maka komunikasi pun 
akan mudah. Dengan demikian, maka penerapan E-Government akan berhasil 
jika memperhatikan faktor-faktor yang terdapat pada infrastruktur institusional 
tersebut.  
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Sistem Informasi Izin 
Usaha Jasa Konstruksi (SIUJAKI) berada dibawah naungan Sekretariat Daerah 
Kota Makassar, dalam hal ini secara langsung dikelola oleh Sub Bagian 
Pengendalian Administrasi Pembangunan.  
Berikut kutipan wawancara penulis dengan informan terkait infrastruktur 
institusional: 
“Kalau LPSE kita koordinasinya ke LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah) dan LPSE daerah lain. Biasanya kita koordinasi 
ke LPSE Jawa Barat dan Surabaya, karena mereka pengelolaannya sudah 
lebih maju. Koordinasi ke LKPP biasanya dalam hal pengembangan sistem 
dan kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pelelangan. Untuk 
SIUJAKI kita koordinasi ke Kementerian PU dalam hal ini Badan Pembina 
Konstruksi. Koordinasinya dalam hal regulasi.” (Hasil wawancara kepada 
Bapak Surahman Suriady ST, MM pada tanggal 31 Oktober 2013) 
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Meskipun begitu, koordinasi antar lembaga dirasa masih kurang 
disebabkan karena institusi-institusi atau lembaga yang ada di lingkup Kota 
Makassar masih berdiri sendiri-sendiri dalam menerapkan E-Government. Belum 
adanya organisasi induk yang dapat merangkul penerapan E-Government di 
lingkup Pemerintah Kota Makassar menjadi kendala tersendiri. 
Seperti yang dikemukakan oleh informan: 
“Belum ada organisasi induk yang handle ini penerapan E-Gov. 
Kenyataannya, Bappeda dan Dinas Infokom yang diharapkan ternyata 
masih belum mampu mengkoordinasikan penerapan E-Government di 
lingkup Pemkot Makassar” (Hasil wawancara kepada Bapak Surahman 
Suriady ST, MM pada tanggal 31 Oktober 2013) 
 
Serupa dengan pernyataan Bapak Surahman Suriady, berikut kutipan 
wawancara penulis dengan informan yang membenarkan pernyataan 
diatas: 
“Ini susahnya dek karena memang penerapan sistem pemerintahan 
berbasis E-Government di Makassar ini dilaksanakan sendiri-sendiri, dan 
memang belum ada koordinasi yang baik dalam pelaksanaannya. Bappeda 
punya sendiri, Dinas Infokom juga. Belum lagi pengelolaan website yang 
dikelola oleh badan tersendiri dalam hal ini Pusat Data Elektronik, dan bisa 
dilihat sekarang, kalau kita buka website Kota Makassar pasti tidak update 
informasinya” (Hasil wawancara kepada Bapak Ir. Alimuddin Tarawe, M.Si 
pada tanggal 4 November 2013) 
 
Koordinasi antar  institusi yang menerapkan E-Government memang 
penting, salah satu hal penting adalah dengan mengintegrasikan data agar 
efisiensi waktu dan biaya dapan diwujudkan. Berdasarkan wawancara diatas 
dapat disimpulkan bahwa sudah terdapat koordinasi antar lembaga dalam 
penerapan E-Government di Kantor Sekretariat Daerah Kota Makassar. 
Koordinasi yang ada pun memberikan efek baik dalam hal pengembangan 
sistem yang digunakan, serta terdapat sharing dalam hal penerapan E-
Government  tersebut antara lain dalam hal kendala yang dihadapi. Koordinasi 
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ini dapat menunjang penerapan E-Government ke arah yang lebih baik. 
Meskipun untuk cakupan yang lebih luas yakni koordinasi menyeluruh oleh 
SKPD di lingkup Kota Makassar masih dirasa kurang dalam hal koordinasi dan 
penyatuan tujuan dalam menerapkan E-Government ini. 
d. Infrastruktur Manusia 
Penerapan E-Government juga harus ditunjang dengan infrastruktur 
lainnya seperti infrastruktur manusia. Karena jika infrastruktur manusia tidak 
diperhatikan maka penerapan E-Government tidak dapat tercapai dengan baik. 
Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam infrastruktur manusia adalah sikap 
aparatur dalam penerapan E-Government, aparatur tersebut harus memiliki 
pengetahuan serta skill yang memadai, juga membudayakan berbagi informasi 
yang mendukung penerapan E-Government (Indrajit, 2002). Infrastruktur 
manusia merupakan infrastruktur yang sangat penting. Penerapan E-
Government tidak akan berjalan dengan benar jika infrastruktur manusianya tidak 
diperhatikan. Hal ini akan dapat terlihat dalam pelaksanaannya. Penempatan 
infrastruktur manusia harus sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya sesuai 
dengan tempat dalam penerapan E-Government. Jika hal tersebut tidak 
diperhatikan maka kebijakan penerapan akan terhambat karena penempatan 
infrastruktur manusianya tidak sesuai dengan kemampuan manusia itu sendiri. 
Berikut kutipan wawancara penulis dengan informan terkait infrastruktur 
manusia: 
“Dikarenakan LPSE dan SIUJAKI sama sama berada dibawah naungan 
Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pembangunan, maka sumber daya 
manusia dalam hal ini staff nya bekerja rangkap dalam melaksanakan 
kedua layanan tersebut. Memang ada keterbatasan dalam sdm pengelola 
LPSE dan SIUJAKI ini. Meskipun ada perangkapan tugas, tapi tidak ada 
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tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas masing-masing. LPSE dan 
SIUJAKI ini sebenarnya bersifat kegiatan dek, jadi tidak ada struktur 
organisasi atau lembaganya. Yang ada cuma semacam struktur 
kepengurusan kegiatannya, dalam hal ini LPSE dan SIUJAKI” (Hasil 
wawancara kepada Bapak Surahman Suriady ST, MM pada tanggal 31 
Oktober 2013) 
 
Berdasarkan wawancara diatas, dapat diperoleh data bahwa jumlah 
sumber daya manusia yang menjalankan layanan LPSE dan SIUJAKI ternyata 
masih terbatas. Namun, menurut Kepala Sub Bagian yang penulis wawancarai, 
tidak ada kendala berarti dalam perangkapan tugas yang ada dalam 
pelaksanaan LPSE dan SIUJAKI, dikarenakan waktu pengurusan pengadaan 
barang/jasa dan izin usaha jasa konstruksi yang lumayan lama yakni selama 1 
tahun, maka hal tersebut tidak menjadi masalah berarti. 
Gambar 4.10 
 
Struktur Kepengurusan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 
Kota Makassar 
 
 
 
 
 
 
 
Selain jumlah staff, hal lain terkait sumber daya manusia yang penting 
untuk dipertimbangkan dalam penerapan E-Government adalah penempatan dan 
pelatihan berbasis IT bagi staff yang akan mengoperasionalkan layanan berbasis 
elektronik tersebut. 
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Berikut kutipan wawancara penulis dengan informan: 
“Ada pelatihan khusus yang dilaksanakan bagi staff yang akan 
mengoperasionalkan E-Gov dalam hal ini LPSE dan SIUJAKI. Pelatihan 
nya berupa Bimtek (bimbingan teknis) yang dilaksanakan oleh Pemerintah 
Kota Makassar bagi pegawai di lingkup pemerintah kota Makassar, yang 
sampai sekarang sudah dilaksanakan sebanyak 12 kali (12 angkatan). 
Kalau untuk pelatihan skala nasional, biasanya kami mengikutkan staff 
dalam pelatihan yang diadakan oleh LKPP atau Kementerian PU. Sejauh 
ini sudah 2 kali pelatihan skala nasional diikuti oleh staff pengelola LPSE 
dan SIUJAKI Kota Makassar.” (Hasil wawancara kepada Bapak Surahman 
Suriady ST, MM pada tanggal 31 Oktober 2013) 
 
Tabel 4.3 
Struktur Kepengurusan Tim Pengelola Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) 
Pemerintah Kota Makassar 
Pembina Walikota Makassar 
Pengarah Sekretaris Daerah Kota Makassar 
Ketua Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan 
Sekretaris Kepala Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pembangunan 
Bagian 
Pendaftaran 
Nuraeni S, SE  
A. Rahayu Tenriola 
Bagian 
Verifikator 
Nasir L, S.Sos 
Dra. Nuraeni Mustari 
Bagian Entry 
Data 
Ameliyah  
Rina Zebrina 
Nuraeni S, SE  
Bagian 
Pencetakan 
Ameliyah 
Rina Zebrina 
Fahrijal Febrianto Putra, S.Sos 
Bagian 
Pengarsipan 
Digital 
Fahrijal Febrianto Putra, S.Sos 
Sumber : Data Kepegawaian Bagian Perekonomian dan Pembangunan tahun 
2012 
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Berdasarkan wawancara dengan Kepala Sub Bagian Pengendalian 
Administrasi Pembangunan, dikemukakan bahwa pelatihan-pelatihan yang 
sudah diikuti oleh staff-staff yang bertugas mengoperasionalkan LPSE dan 
SIUJAKI ini sudah memberi manfaat dan kontribusi khususnya dalam penerapan 
E-Government (LPSE dan SIUJAKI). Adapun pelatihan-pelatihan tersebut 
harusnya dilaksanakan secara rutin, dikarenakan perkembangan teknologi yang 
setiap saat selalu mengalami perkembangan, oleh karena itu harus ditunjang 
dengan pelatihan yang rutin. 
e. Infrastruktur Teknologi 
Dalam menunjang penerapan E-Government hal lain yang harus 
diperhatikan adalah infrastruktur teknologi. Infrastruktur teknologi sebagai faktor 
penting dalam penerapan E-Government karena merupakan sebuah kesatuan 
yang tidak dapat dipisahkan. Adapun infrastruktur teknologi tersebut meliputi 
jumlah komputer dan jaringan komputer yang memadai sehingga memberikan 
kemudahan bagi publik dalam mengaksesnya. 
Berikut kutipan wawancara penulis dengan informan terkait infrastruktur 
teknologi: 
“Komputer yang digunakan dalam mengoperasionalkan LPSE dan SIUJAKI 
ini berjumlah 18 buah. Komputer tersebut terdiri dari 15 buah komputer untuk 
LPSE dan 3 buah untuk SIUJAKI. Kalau untuk jaringan internet, saya rasa 
selama ini sudah berfungsi dengan baik”. (Hasil wawancara kepada Bapak 
Surahman Suriady ST, MM pada tanggal 31 Oktober 2013) 
 
Selain jumlah infrastruktur teknologi, hal lain yang diperlukan adalah 
pemeliharaan infrastruktur tersebut. Berikut kutipan wawancara penulis: 
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“Pemeliharaan berkala tetap dilakukan, dalam hal ini jika ada aplikasi yang 
harus diupgrade. Kemudian, jika terjadi kerusakan, biasanya kita lihat dulu 
jenis kerusakannya seperti apa. Kalau untuk kerusakan-kerusakan kecil, 
biasanya ada staff yang memang bisa memperbaikinya. Tapi, kalau untuk 
kerusakan besar, biasanya kita panggil tim teknisi khusus. Kalau di lingkup 
Sekretariat Daerah ini, karena kebanyakan kita pakai komputer dan 
hardware dari IBM, dan sudah ada service center IBM di Makassar, jadi 
kalau ada kerusakan kita langsung hubungi teknisi dari IBM”. (Hasil 
wawancara kepada Bapak Fahrijal Febrianto Putra S.Sos pada tanggal 28 
Oktober 2013) 
 
Berdasarkan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa infrastruktur 
teknologi dalam penerapan E-Government atau dalam hal ini LPSE dan SIUJAKI 
di Kantor Sekretariat Daerah Kota Makassar sudah memadai, kemudian 
ditunjang dengan adanya pemeliharaan berkala yang dapat memberi efek baik 
bagi pemberian layanan kepada masyarakat. 
f. Strategi Pemikiran Pemimpin 
Keseluruhan indikator tersebut harus ditunjang dengan strategi dari 
seorang pemimpin. Strategi dari seorang pemimpin tersebut memegang peranan 
yang penting dalam penerapan E-Government. Adapun strategi dari seorang 
pemimpin yang harus diperhatikan adalah seorang pemimpin harus memiliki visi 
yang jelas, strategi yang berkualitas serta adanya kesadaran dari seorang 
pemimpin dan yang lebih penting adalah seorang pemimpin harus ditunjang 
dengan pengetahuan dan skill yang baik serta memiliki komitmen dalam 
penerapan E-Government tersebut (Indrajit, 2002). 
Strategi pemikiran pemimpin yang dimaksud dalam hal ini adalah hasil 
pemikiran pemimpin yang tertuang dalam visi misi pemimpin yang memimpin 
institusi atau lembaga tersebut. 
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Berikut hasil wawancara penulis dengan informan : 
“Kalau berbicara visi misi kan itu artinya kita berbicara gambaran umum 
kan dek. Untuk walikota Makassar yang saat ini menjabat tidak 
mencantumkan secara langsung tentang pengembangan berbasis IT atau 
E-Government, tapi kalau kita lihat kan salah satu visi Walikota saat ini 
adalah pengembangan Makassar menuju kota dunia, jadi secara tidak 
langsung, sistem pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sudah 
sepatutnya dapat dikembangkan menjadi berbasis IT dan elektronik 
sebagai penunjang terwujudnya Makassar sebagai kota dunia.” (Hasil 
wawancara (Hasil wawancara kepada Bapak Ir. Alimuddin Tarawe, M.Si 
pada tanggal 4 November 2013) 
Berdasarkan hasil wawancara mengenai strategi pemimpin, dapat 
disimpulkan bahwa secara tidak langsung, strategi pemimpin dalam menerapkan 
E-Government sudah tertuang dalam visi misinya yakni dalam hal ini 
pengembangan Makassar menuju kota dunia.  Walaupun tidak tertulis secara 
langsung, namun strategi pemimpin sudah terlihat dari adanya peraturan-
peraturan walikota yang diterbitkan demi mendukung penerapan E-Government 
di Kota Makassar . 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Dengan melihat hasil penelitian penulis, maka dapat ditarik kesimpulan 
bahwa sudah terdapat penerapan E-Government pada Kantor Sekretariat 
Daerah Kota Makassar. Hal ini dapat dilihat dari adanya penerapan Layanan 
Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Sistem Informasi Izin Usaha Jasa 
Konstruksi (SIUJAKI) yang secara khusus dikelola oleh Sub Bagian 
Pengendalian Administrasi Pembangunan yang berada dibawah naungan Bagian 
Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Makassar. 
Penerapan LPSE dan SIUJAKI tersebut dalam hal ini sudah berada pada tahap 
G2B (Government to Business) dan lebih khususnya termasuk dalam klasifikasi 
E-Procurement (pengadaan barang dan jasa secara elektronik). 
Berikut kesimpulan hasil penelitian penulis mengenai faktor pendukung dan 
penghambat dalam penerapan E-Government: 
1. Infrastruktur Data 
Manajemen data dalam penerapan LPSE dan SIUJAKI di Kantor 
Sekretariat Daerah Kota Makassar sudah memadai. Hal ini dapat dilihat dari 
penyimpanan data-data rekanan yang disimpan dengan rapi dan terstruktur 
dalam satu Hardisk Eksternal. Adapun untuk data dalam bentuk kertas juga 
masih tetap digunakan dan disimpan dalam loker agar memudahkan dalam 
pengaturan dan pencarian data tersebut jika dibutuhkan. 
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2. Infrastruktur Legal 
Penerapan LPSE dan SIUJAKI pada Kantor Sekretariat Daerah Kota 
Makassar juga sudah menggunakan pedoman penerapan yang diterbitkan dalam 
bentuk Peraturan Walikota. Untuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik 
(LPSE) Kota Makassar diterapkan berdasarkan Peraturan Walikota Makassar 
Nomor 61 tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar dan 
untuk Sistem Informasi Izin Usaha Jasa Konstruksi diterapkan berdasarkan 
Peraturan Walikota Makassar Nomor 21 tahun 2012 tentang  Tata Cara 
Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Dalam Kota Makassar.  
 
3. Infrastruktur Institusional 
Dari segi infrastruktur institusional, penerapan LPSE dan SIUJAKI sudah 
diterapkan secara maksimal. Hal ini dilihat dari adanya koordinasi institusi yang 
mengelola LPSE dan SIUJAKI ini. Dalam hal ini koordinasi dilakukan oleh 
Subbagian Pengendalian Administrasi Pembangunan dengan Lembaga-
Lembaga yang membawahi kegiatan ini, yakni Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI) dan Kementerian 
Pekerjaan Umum Republik Indonesia (Kementerian PU RI). Namun, koordinasi 
dengan SKPD yang seharusnya punya andil dalam penerapan E-Government di 
Kota Makassar dalam hal ini Bappeda dan Dinas Informasi dan Komunikasi 
masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan Bappeda dan Dinas Infokom masih 
belum maksimal dalam membawahi penerapan E-Government ini. Hal inilah 
yang kemudian disampaikan informan dalam penelitian ini, bahwa penerapan E-
Government di Makassar masih berjalan sendiri-sendiri. 
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4. Infrastruktur Manusia 
Infrastruktur pendukung selanjutnya adalah terkait sumber daya manusia 
yang mengoperasionalkan LPSE dan SIUJAKI ini. Dari hasil penelitian, ternyata 
jumlah staff yang mengelola LPSE dan SIUJAKI pada Kantor Sekretariat Daerah 
Kota Makassar masih belum cukup. Meskipun begitu, pelaksanaan LPSE dan 
SIUJAKI dianggap sudah berjalan dengan baik walaupun dengan jumlah staff 
yang terbatas. Hal ini karena staff-staff yang mengelola LPSE dan SIUJAKI 
sudah terlatih sebelumnya dan sering diikut sertakan dalam kegiatan-kegiatan 
pelatihan berbasis IT. 
 
5. Infrastruktur Teknologi 
Penggunaan teknologi dalam penerapan LPSE dan SIUJAKI pada Kantor 
Sekretariat Daerah Kota Makassar sudah memadai dilihat dari jumlah komputer 
yang berjumlah 15 buah untuk pengoperasionalan LPSE dan 3 buah untuk 
pengoperasionalan SIUJAKI. Jumlah ini dirasa sudah lebih dari cukup dalam 
mendukung penerapan LPSE dan SIUJAKI pada kantor Sekretariat Daerah Kota 
Makassar. Selain jumlah komputer, jaringan internet sebagai salah satu 
penunjang utama juga selama ini berfungsi dengan baik. 
 
6. Strategi Pemikiran Pemimpin 
Strategi pemimpin dalam hal ini visi dan misi Walikota Makassar mengenai 
E-Government sebenarnya tidak tercantum secara langsung dalam visi misi 
Walikota Makassar dalam membangun sistem pemerintahan Kota Makassar. 
Namun, secara tidak langsung, Walikota Makassar sebenarnya sudah 
mendukung penerapan E-Government di lingkup Pemerintah Kota Makassar, 
dalam hal ini dapat dilihat dari salah satu misi Walikota untuk membangun 
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Makassar menjadi kota dunia. Pembangunan Makassar menuju kota dunia tentu 
tidak terlepas dari sistem pemerintahan yang sudah berkembang dan berbasis 
IT.  
 
B.  Saran 
Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka penulis merekomendasikan 
saran-saran terkait penerapan E-Government dalam hal ini LPSE dan SIUJAKI 
pada kantor Sekretariat Daerah Kota Makassar sebagai berikut: 
 
1. Untuk kedepannya, sebaiknya ada institusi yang khusus berfungsi 
menyatukan semua jenis penerapan dan pelayanan berbasis E-
Government. Dikarenakan penerapan E-Government di lingkup Pemerintah 
Kota Makassar masih dilakukan sendiri-sendiri oleh SKPD masing-masing. 
Dengan adanya “lembaga payung” yang menaungi penerapan E-
Government, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas 
dalam tata kelola pemerintahan di Kota Makassar secara umum.  
2. Penulis menyarankan agar penerapan E-Government dapat diterapkan 
secara menyeluruh dan merata di semua bidang dalam struktur Sekretariat 
Daerah Kota Makassar, dan tidak hanya diterapkan di satu bidang saja.  
3. Dari segi sumber daya manusia, disarankan agar jumlah staff yang 
mengelola LPSE dan SIUJAKI dapat ditambah agar tidak terjadi lagi 
perangkapan fungsi kerja dalam pegelolaan LPSE dan SIUJAKI. Terlebih 
lagi, LPSE dan SIUJAKI pada dasarnya merupakan kegiatan layanan 
masyarakat yang berbeda dan tidak memiliki kaitan satu sama lain, maka 
disarankan agar staff pengelolanya juga dapat dibedakan dan tidak terjadi 
lagi perangkapan fungsi kerja. 
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4. Penulis juga menyarankan agar kedepannya keterbukaan informasi publik 
dapat lebih ditegakkan, khususnya terkait bentuk penerapan belanja modal 
berbasis elektronik yang berada dibawah naungan Sekretariat Daerah Kota 
Makassar. Hal ini sesuai dengan substansi E-Government dan Good 
Governance yakni adanya transparansi dan akuntabilitas dalam sistem 
pemerintahan yang dijalankan, dan juga terkait kewajiban setiap badan 
publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik. Oleh 
karena itu, informasi mengenai belanja modal pada Sekretariat Daerah 
Kota Makassar yang sudah diterapkan dengan dasar E-Government sudah 
seharusnya dapat dibagi kepada publik tanpa harus ditutup-tutupi. 
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